BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG ,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan ° = Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);




Menetapkan

4. Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan . dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomior 165,.: Tambahan
Lembaran Negara: Repubhk Indones1a Nomor 4593)

5. Peraturan Presiden Nomor“87: Tahun 2014 . tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang. Nomorn;’
Tahun 2011 tentang Pembentukan ,'wP,'e‘r uran
Perundang- undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); ,

6. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat' Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2016 'Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang: Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomo_r\ 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah - (Lembaran Daerah Daerah
Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah
Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP

BABI -
KETENTUAN UMUM °

Paéal 51k

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sumenep; '

3. Bupati adalah Bupati Sumenep;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep,

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri atas Sekretariat’ Daerah, Sekretarlat DPRD,
Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah dan
Kecamatan; = Q0 o




6. Dinas" Daerah adalah D1nas Pemberdayaan
Perempuan Perlmdunganl Anak dan ""‘Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep, BRRR g

7. Unit Pclaksana Tckms .yang selanjutnya dlsebut UP’I‘
adalah . Unsur:- pelaksana operasmnal Dinas , di
lapangan untuk 'meélaksanakan kegiatan tekms
operasmnal dan/atau kégiatan teknis . pénunj:ang
tertentu dlbldang . Pemberdayaan . - Perempuan,
Perlmdungan Anak dan Keluarga Berencana; !

8. Kepala UPT adalah- Kepala UPT 'pada Dmas
Pemberdayaan Perempuan Perlmdungan Anak dan
Keluarga Berencana; - A ; o

9. Jabatan Struktural adalah ‘suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung Jawab wewenang dan
hak seorang Aparatur Sipil- Negara dalam rangka
memimpin.suatu satuan: sorganisasi perangkat daerah

10. Jabatan Fungswnal :a(dalah kedudukan ' yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenarng.dan
hak seorang 'Aparatur‘ Sipil Negara dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampllan
tertentu serta bersifat mandiri. -

‘ BAB II ‘~
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI -

Pasal 2

(1) UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu di bidang : Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; '

(2) UPT dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung Jawab
kepada Kepala Dmas ‘

(3) UPT sebagaimana d1maksud pada ayat (1) adalah
Kelas A, terdiri dari :

a. UPT Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan
perempuan dan Anak (P2TP2A);
b. UPT Keluarga Berencana Kecamatan.

(4) UPT Keluarga Berencana Kecamatan, sebagalmana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri'atas :

UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kahanget

UPT Keluarga Berencana Kecamatan Talango ‘

UPT Keluarga Berencana Kecamatan Bluto;

UPT Keluarga Berencana Kecamatan' Saronggi; .

UPT Keluarga Berencana Kecamatan Glllgentmg,

UPT Kcluarga Berencana Kecamatan Pragaan;

UPT Keluarga Berencana Kecamatan Ambunten;

UPT - Keluarga Befencana ‘ Kecamatan

Pasongsongan;

UPT Keluarga Berencana Kecamatan Dasuk;

UPT Keluarga Berencana Kecamatan Batang -

Batang; o . 5
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UPT Keluarga Berencana Kecamatan Batuputxh
UPT Keluarga Berencana Kecamatan Dunékek

. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Gapura, . “-; ,

UPT Keluarga Berencana Kecamatan Gayami

UP’I‘ Keluarga Berencana Kecamatan Nonggundng,
UPT. Keluarga Berencana Kecamatan Ra as g
UP’I‘ Keluarga Ber encana Kecamatan Masa em ‘u
UPT Keluarga. Berencana Kecamatan ArJasa '
UPT Keluar Berencana Kecamatan Kangayan
dan . i LI P B
UP’I‘ Keluarg Bercncana Kecamatan Sapeken

!-ﬂ‘ﬁ ‘,‘u
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»“ Pasal 3
e ‘;; ‘ M
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Susunan Organlsa51 UPT sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), terdiri atas :

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Pelaksana urusan; '

d. Kelompok Jabatan Fungsmnal

Pasal. 4 a

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana 'dimak_sud
dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang

merupakan - bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

BAB NI |
TUGAS pAN FUNGSI

Baglan Kesatu

UPT Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

1

(1) UPT Pusat pelayanan Terpadu. Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)  sebagaimana
dimaksud Pasal @ 3 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan scbagian tugas Bidang Pemberdayan,
Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPT;
pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan,
penggandaan pehdistribu‘sidh dan tata kearsipan;
pelaksanaan penerimaan, pelaporan dan tidaj
lanjut pengaduan masyarakat dibidang PUG serta
perhndungan perempuan dan anak ‘




d. pelaksanaan :g,k'oordlnam dengan 1nstan31 terkalt
dalam’ melaksanakan; _tugas_ ‘perlmdungan
perempuan dan anak :

e. pelaksanaan med1a51 dan advoka51 perlmdungan
perempuan dan anak AR DA

f. pelaksanaan pelayanan perhndungan perempuan
dan anak yang menjadl korban kekerasan serta
menyed1akan sardna’ dan prasarana pendukung
melalu1 ruang pelayanan khu ’ : e

g. pelaksanaan pendampmga ,,dan perhndungan
bagi perempuan dan anak korban kekérasan

h. pelaksanaa ‘ _)pemantauan dar;l trauma konselmg
bagi. perempuan dan anak korban kekerasan L

i. pelaksanaan penylapan kemandlrlan‘ SOS1a1
ekonoml bagl perempuan dan anak korban
kekarasan dan ' ’ ‘

J- pelaksanaan tugas lam yang d1ber1kan oleh Kepala

Dmas

Bagian Kedua |
UPT Keluarga Berencana Kecamatan
| Pasal 6 '
i g oo

UPT Keluarga Berericana Keécamatan sebagaimana

dimaksud Pasal 3 huruf b mempunyai tugas

melaksanakan sebaglan tugas Dmas bldang keluarga
berencana dan kcluarga sejahtera :

Dalam melak%anakan ‘tugas sebagaimana dlmaksud

pada ayat'(1), UPT menyelenggarakan fungsi : :

a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penget1kan
penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

b. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan
penggandaan, pendlstrlbu31an dan tata kearsipan;

c. pelaksanaan pengolalaan data dan menyusun
rencana kegiatan UPT; I I

d. pelaksanaan pelayanan . KB dan Kesehata
Reproduksi serta kelangsungan hldup Ibu Bay1
dan Anak; l

e. pelaksanaan @ - pemellharaan 'peralatan
perlengkapan, keamanan dan’ kebersihan kant()r

f. pelaksanaan pelayanan advokasi, komumkam
mforma51 edukasi” dan pemberdayaan ekonoml
keluarga atau UPPKS ,

g. pelaksanaan ‘ipelaporan pélaksanaan‘ kelgiatan
administrasi dan operasmnal KB dan Keluarga
Sejahtera; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dmas ) : C o ‘ L P




Sub Baglan T4 :,gUsaha ,b‘a'g)élvrh n vdlmaksud dalam

Pasal 3 hurufb,vr'nempunyalituga% HR SR R

a. menylapkan konsep surat menyurat pen'gét'ikah
penggandaan pendlstrlbus1an dan tata ker31pan serta
meny1apkar1 data rencana keglatan UPT i I

b. melakukan : keglatan admmlstras1 keuanéan
kepegawalan ketatalaksanaan ‘ perlengkapan
kebcr31han keamanan dan ketertlban kantor .

C. memehhara‘ peralatan perlengkapan - ‘keamanan
kebersihan kantor dan melaksanakan keglatan
keprotokolan serta meny1apkan pelayanan sarana dan
prasarana UPT

d. melaksanakan pemantauan (momtormg) dan evalua51
pclaksanaan program dan hasil- hasﬂnya

e. menyusun hasil evaluas1 pelaksanaan keg1atan dan
perma%alahan 9ebaga1 bahan laporan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
UPT. o _ ‘

Bagian Keempat -
 Pelaksana Urusan

o Pasal 8

(1) Pelaksana Urusan melaksanakan ‘tugas UPT ‘sesuai
dcngan uralan tugas ‘

(2) Uraian tugas Pelaksana Urusan dltetapkan‘ oleh
Kepala UPT.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9
(1) Kelompok Jabdtan ‘Fﬁngs‘ivo}nal rﬁempunyél tugas
melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai . dengan
keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Py




(2) Kelompok 7' Jabatan . Fungsional ~ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tcrdfri dari sejumlah tenaga,
dalam jenjang jabatan funéSiOnal yangyterbagi dalam
berbagai kelompok seSua1 dengan bldang keahhannya
atau ketcrampllannya s S

(3) Jumlah tenaga fungsmnal Jenls dan Jenjang Jabatan
fungsmnal sebagalmana dlmaksud da (2)
d1tentukan berdasarkan kebutuhan:da ‘beban kerja
yang . dlatur ) berdasarkan peratur" “perundang-
undangan yang berlaku ’ ;

'BAB IV NN
TATA KERJA |

Pasal 10'

Kepala UPT wajib menyusun rericana kerja yang mengacu
pada rencana strategis - Dinas dengan melaksanakan
prinsip koordma31 integrasi dan sinkronisasi - secara
vertikal dan hor1sontal serta memberlkan b1mb1ngan dan
petunjuk kepada bawahannya masmg masmg B

1
1

S BAB v
- PENGISIAN JABATAN

. Pasal 11

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupat1 sesuai dengan ‘peraturan
perundang- undangan yang berlaku | o

| !
. BABVI
 KETENTUAN PENUTUP

-Pésal 12; :

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Sumenep ‘Nomor 28 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Nomor 405)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupatl Sumenep Nomor 28 Tahun 2009
tentang Tugas dan ’Fungs1 Umt Pelaksana Teknis (Bérlta
Daerah Kabupaten Sumenep ‘Tahun :2016" Nomor 8)
dicabut dan dmyatakan tidak berlaku :




Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal © 13 JAN 2017

BUPATI SUMENEP

7/

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.




STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor
Tanggal

Tahun_ 2017
3 JIN LU

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
[
|

SUB BAGIAN TATA
USAHA
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
URUSAN URUSAN URUSAN
UMENEP

Dr. KH. A. BU

O KARIM, M.Si.




